LAMPIRAN |
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 37 /PJ/2008 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN

~ . HITUNG, DANATAL KEKELIRUAN PENERAPAN
KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI  DAN
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJA&(}

.......................................................

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ...ovrivinrir e 2

TENTANG

PEMBETULAN PEB

o ATAS e 3 NOMOR eoeveeeraeee DTANGGAL .o 3
(i) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat pgrmohonan pembetulann PBB yang diajukan secara
perseorangan oleh  Wajib Pajak/kuasa dari  Wajib Pajak’
....... e Y NGMOT. e taNGGE
........................ ¥ atas T L T OO
1aNGGAl  .rrecoireireseesrsrnieneees 1 Tahun  Pajak e yang
GIEIMA ovvreeeerer e ereeresee e eesbenene s 3 berdasarkan tanda terima
NOITIOT v eeirearenseseaeeesseenes MangGal cooerecvenrererneneenns 18),

Menimbang . bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam
Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB NOMOT ......oiervieressiercnnns 16)
taNGgal oo ) terdapat/tidak terdapat! cukup alasan

untuk - membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan

PB8™:
Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
. dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
u terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994,

3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 lentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomeor 6 Tahun 1983 tentang Kelentuan Umum dan Tala
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraluran
' Perundang-undangan Perpajakan;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...../PJ/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/alau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;/ﬁ/’



Wie

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR  JENDERAL PAJAK  TENTANG

PEMBETULAN PBB  ATAS s 8 NOMOR
19 TANGGAL ©ovvveiiviereeeireenns

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan
21

.pembetulan PBB AAS  eeeererereneririnees ) Nomor
..................................... 2 tanggal LB

Nama Wajib Pajak 1 .o 2

NOP et %)

Alamat Wajib Pajak/

Alamat Objek Pajak ™’ @ i %)

Sesual Dikium PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikutl:

vZ

s T PR I i! . ’y
Uraian & & & o] ~s Semula ¥ z < % pambeti
ol . R I wa 4 " " pembetulan

o~ @iolWwiN | —

Ditetapkan di ...oc.ccermrrererermsenes 30)

Pada tanggal ..o 3
Direktur Jenderal/ )

A.n. Direktur Jenderal Pajak’ “

33)

................................................. "

*) Coret yang tidak perlu




Angka 1

Angka 2 -~

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12

Angka 13

Angka-14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18

‘Angka 18

Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29

Angka 30
Angka 31
Angka 32

Angka 33
Angka 34

Petunjuk Pengisian Lampiran |

diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak

diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nama Wajib Pajak

diisi nomor surat permohonan pembetulan

diisi tangga! surat permohonan pembetulan

diisi jenis surat keputusan atau sural ketetapan PBB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jikka permohonan pembetulan PBB
diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
diisi nama kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan

pembetulan PBB
diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB

diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBEB

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB

diisi jenis surat keputusan atau surat keletapan PBB

diisi nemor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketelapan PBB
diisi jenis surat keputusan atau surat keletapan PBB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Obiek Pajak

diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak

diisi materi yang dimohonkan untuk dibelulkan

contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb

diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercanium pada surat keputusan

atau surat ketetapan PBB)
diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuaiftidak dibelulkan maka tidak

perlu diisi) .

diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB

diisi nama jabatan kantor Direkiorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat
keputusan pembetulan PBB

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

_



F AL o BRS¢ N W IS

T

PR AN

C

, LAMPIRAN Il
PERATURAN DIREKTUR  JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 37 /PJ/2008 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN
HITUNG, DANATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN  PAJAK  BUMI  DAN
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

-----------------------------

Membaca

Menimbang

Mengingal

--------------------------

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR ..o,
TENTANG
PEMBETULAN PBB ATAS SPPT
TAHUN PAJAK ...oovvvecernanee 3
DESA/KELURAHAN 7 cvoveecieecrerernnens 4

" DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

surat permohonan pembetulan PBB vang diajukan secara kolektif
melalui Kepala DESAILUIAN 7 oottt 3

Nomor........... % tanggal ...ooveen.n... "t atas SPPT Tahun PaJak

................... R yang diterima KPPBB/KPP Pratama .ooovvoovveeenrecovreerereon.

berdasarkan tanda terima NOMOr ..ccccovrereiierennns 9 {angga!
i1

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB NOMOL ....co..ovvoviviiiienienns 12
ANGGAL v ercen e ) terdapat/tidak terdapat’ cukup alasan

untuk  membetulkan kesalahan tulistkesalahan  hitung/kekeliruan
penq)rapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
PBB’,

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kelenluan Umum
_dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
- Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4. Peraluran Menteri Keuangan Nomor 19/PMIK.03/2008 tentang Tata
Cara Pembelulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hilung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...../PJ/2008 lentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;/}y

L4



MEMUTUSKAN:

|
: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
i PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK ... “”
i DESA/KELURAHAN 7 .., ),
fl -
NG, PERTAMA t.‘Menerima  seluruhnya/menerima  sebagian/menolak’  permohonan
! pembetulan PB?I)B atas SPPT Tahun Pajak ....... ) Desa/Kelurahan
| H
L
| |
: } KEDUA, : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagaimana terlampir.
] :
|
- Ditetapkan di .....oc.ovvveieciccrcrie e, e
L . Pada tanggal .......ccocvevvevvcrereeeeia, 19;
U A.n. Direktur Jenderal Pajak )
o . ' Kepala KPPBB/KPP Pratama’........... 20}
------------------------------------------------- 21]
w INIP e ere e 2

e LI & 2

B TS

SRR W I ¥ jo SRR

*) Coret yang tidak perlu




LAMPIRAN
KEPUTUSAN D\REKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR .. U TENTANG PEMBETUU\N
PEE ATAS SPPT TTAHUN  PAJAK "
DESAKELURAHAN? L iiicrrernsines 4

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS I’E JMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN 7 oo L3
KECAMATAN oo eeeeeeevieveeie o oo 24)
KAB./JKOTA" ........ [T C LB
- TAHUN PAJAK o e
‘ . Hasnl

St!am.ula "Pembetulan

29 ) 30}

O T T o S I

.........................................

......................
...................

*) Coret yang lidak periu

C;.f
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Fry st o000 Iy ST o

Angka 1
Angka 2
Angka 3 ~
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 8

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18

Angka 19

Angka 20

Angka 21
Angka 22

Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27
Angka 28

Angka 29
Angka 30

Angka 31

Petunjuk Pengisian Lampiran I]

diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak

diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB Secara Kolektif

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nama Desa/Kelurahan :

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nomor surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif

diisi tanggal surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nama KPPBB/KPP Pratama yang menerima permochonan pembetulan
PBB :

diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB secara kolektif

diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB secara kolektif

diisi nomor Laporan Hasi! Penelitian Fembetulan PBB secara kolektif

diisi tangga! Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara kolektif

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembeiulan PBB secara

kolektif

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
diisi nama KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan surat keputusan
pembetulan PBB secara kolektif

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
secara kolektif

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
secara kolektif

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama Kecamatan

diisi nama Kabupaten/Kota )

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembelulan

diisi Nomor Objek Pajak yang diajukan pembetutan

diisi materi yang dimchonkan untuk dibetulkan

- contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb

diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada SPPT)
diisi data hasil dari pembetulan PBB (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan,

maka tidak perlu diisi) _
diisi kepulusan atas permohonan pembelulan PBB {menerima

seluruhnya/menerima sebagian/menolak)



LAMPIRAN U1
PERATURAN DIREKTUR  JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 37 /14072008 TENTANG TATA
CARA  PEMBETULAN  KESALAHAN  TULIS.
KESALAHAN HITUNG, DANATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM

- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAIl(}

.......................................................

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ..o 2

TENTANG

PEMBETULAN PBB

W ATAS e I NOMOR .ocvrrenrnnannes 4 TANGGAL cocrciarrenanns %
U ' DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

5 Menimbang . a. Surat: pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat  Ketetapan Pajak
PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat Keputusan

......................... B1 ") NOMIOE . arsoaeeeeerererireesisnenneeeeeene | tANGYAI

R AT ®  Tahun Pajﬁ}!( ................. 9  atas nama

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor

............................... M {aNGGal crvveriserrenseerreenere ) terdapat cukup

alasan untuk membetulkan kesalahan tulisfkesalahan
hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan PBB™;

Mengingat -4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tala Cara Perpajakan sebagaimana lelah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2007,

oo 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
u Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
‘Nomor 12 Tahun 1994;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, danfatau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan; -

5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...../PJ/2008 teniang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Pajak  Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBETULAN PBB  ATAS e 3 NOMOR
....................................... 1) TANGGAL . .overververiereirneae )

PERTAMA . Membelulkan secara jabalan atas ... 8 Nomor
.......................... THanggal .o..vvernrererenrn )



Nama Wajib Pajak .
NOP e e 2
Alamat Wajib Pajak/
o Alamat Objek Pajak™ @ .o 20
KEDUA: . Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembelulan sebagai berikut:

RSl
Pembetulan®
-------------- 24)
U
- Ditetapkan di ...c.vvveeeeeereniinnias 5
. Pada {anggal .ccooeveeereeceiviiennn, )
Direktur Jenderal/ .
A.n. Direktur Jenderal Pajak’ ,
7
----------------------------------- 28)
NIP oot sesis s )
- /}7/, -

") Coret yang tidak perlu



S
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Angka 1
Angka 2
Angka 3 ~
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 18
Angka 20

"Angka 21

Angka 22
Angka 23

Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29

Petunjuk Pengisian Lampiran [

diisi hama Kantor Direktorat Jenderal Pajak

diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nomor surat keputusan atau sural ketelapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat keletapan PBB

diisi nomor jenis surat kepulusan PBB (jika Surat Kepulusan dicoret, maka
tidak perlu diist)

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan FBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBEB

diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB
diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
diisi nama Wajib Pajak

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PB8

diisi jenis surat keputusan atau sural keletapan PBB

diisi nomor surat kepuiusan atau surat ketetapan pPBE

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan FBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat keletapan PBB

diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Objek Pajak

diisi alamat Waijib Pajak atau alamat Objek Pajak

diisi materi yang akan dibetulkan

contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb

diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan
atau surat ketetapan PBB)

diisi data hasil dari pembetulan PBB

diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan FBB

diisi nama jabatan kantor Direklorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat

keputusan pembetulan PBB
diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetutan PBB

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB ’73)' .
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEND

LTI EE Y]

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

' LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 37 /PJ/2008 TENTANG TATA CARA

PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN
HITUNG. DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN  PAJAK BUM! DAN
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

ERAL PAJAE()

IR T IY]

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ..ooveeeeereeeeeeeeee s o

TENTANG

PEMBETULAN BPHTB
................... N NOMOR vV TANGGAL vt

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

surat permchonan pembetulan BPHTB dari Waijib Pajak/kuasa dari

Wajib Pajak™” ..occerremeeccieninnnns O) NOMIOT ©vvveerecvcreeerenenen - tANGGA]
9 atas civvorriirennnnns D NOIMIOE «neeeevevencenrsereseseesreeseeneenee o 10
tanggal ...vcoevcerreen yang  diterima 12)
berdasarkan E’nda terima NOMIOT ..vvveriieieeeseeeriree e %) tanggal

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam
Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor
........................................ 1) 4ANGGA! werverrerrcerenennne ) terdapaltitidak
terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan
hitung/kekeliruan penerapan kelentuan terlentu dalam peraturan
perundang-undangan BPHTB; '

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 lentang Bea Perclehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tala
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/alau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan; 7

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..../PJ/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertenlu dalam Peraturan
Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; _

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  DIREKTUR  JENDERAL  PAJAK  TENTANG
PEMBETULAN BPHTB ATAS s ) NOMOR
18) TANGGAL +evovorverreeeneennnes )



PERTAMA

Menerima seluruhnyal
pembetulan BPHTB atas
tanggal 2
- Nama Wajib Pajak
NOP :
Alamat Wajib Pajak/

........................

Alamat Objek Pajak” @ .o

menerima
................. %} Nomor

sebagian/menolak ! permohonan}
21

.....................................

25}

.................................

KEDUA Sesuai Diklum PERTAMA, rincian pembelulan sebagai berikul:
Uratart © v & T | HasilE g
.NO' il UF?'?"'{, S Sen;_luila 1" Pembetulan’
T ] et eeeeee e s L e L &
I T T T N DETTSYPTRTT P ORS NN IS TRLLES PLLLALL
e S T AL T ETT OV SR PT VRN NESETRLITARSEAALL:
T IETY SR I PeLETe LA ML AL AL L LTI
" [T T O O O S IS LT LIS T LR BELLLL AL LLLLLY
. I e e IS PTeTrIey
@ e T NSO SO
B | ot ,
dst . e [ e
Ditetapkan Gi ..oveeeiemrernsseneneees 2
Pada tanggal ..o 30
Direklur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak )
32)
.................................................... )
NIP e ececiecnereeesesierae s srasaosesneas -

*} Coret yang tidak periu



C

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

Angka 1
Angka 2
Angka 3 ~
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26

Angka 27
Angka 28

Angka 29
Angka 30
Angka 31

Angka 32
Angka 33

diisi nama kantor Direktorat Jenderal Pajak
diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB

. -diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPTHB

diisi nama Wajib Pajak

diisi nomor surat permohonan pembetulan

diisi tanggal surat permohonan pembetulan

diisi jenis surat keputusan atau sural keletapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPTHB

diisi kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permaohonan

pembetulan BPHTB
diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan BPHTB

diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan BPHTB

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor sural keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi jenis surat kepulusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor sural keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggat! penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Objek Pajak

diisi alamat Waijib Pajak atau alamat Objek Pajak

diisi materi yang dimohonkan untuk dibetuikan

contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb

diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan
atau surat ketetapan BPHTB)

diisi data hasil dari pembetulan BPHTB (jika sudah sesuaiftidak dibetulkan

maka tidak perlu diisi)

diisi kota lempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB

diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat

keputusan pembetulan BPHTB

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB

diisi NIP pejabal yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB]}?}
-



LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 37 IPJI2008 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN
HITUNG, DANIATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
- PERUNDANG-UNDANGAN  PAJAK BUMi  DAN
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAI;()

.......................................................

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR oo 2

TENTANG

N PEMBETULAN BPHTB
Q:ﬁ ATAS .omerenrernnee. N[0} [o) Ju— FTANGGAL ovveererrereenns )
/

~  DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang - a. Surat Keletapan BPHTB .............. 8ySurat Tagihan BPHTB/Surat
KEPUIUSAN +ovveeeovrreenineees 1) NOMIOE wvveseeeirereiennenen ) l@nggal

i P atas pama e o
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam
Laporan Hasil  Penelitian Pembetulan BPHTB  Nomor
........................................ 1 {angGal wooeeeseeressesererereennee ) tErdapat
cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulisfkesalahan
hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan BPHTB™,

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali divbah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
N atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
L) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
. Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tala
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Kelentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..... /PJ/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR  JENDERAL  PAJAK  TENTANG
PEMBETULAN BPHTB ATAS e B3 NOMOR

.....................................

) TANGGAL . vereerrereearrnans
A



Membetulkan

C

*) Coret yang tidak perl'u

PERTAMA secara jabatan  atas ... 'S Nomor
: U OUTRRURRUTLLLY -1, 1o o | INUUUO TR 18)
Nama Wajib Pajak  © ...ocvovveiveieiinccinenenns 19
NOP et 20
i Alamat Wajib Pajak/
Alamat Objek Pajak” : ...coovveerieeien. TR 2
KEDUA _Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut:
ol bl R g Hasil v
‘No R g el
Semula -Pembetulan®:
) T O PO N el 24)
I T T TP S P SR TP TSP Re PO
S O B T LT T T O S IERTTIETTee e L Rer:
L O AL T T O ALEC TR TP PRTE T,
[ T T O AT T TP OOy PO NELTT PRSI ST LY
o I R OV IR
2 T OO AR TT I ETT PEToUr RN IRCRTETRS R P LTIOes
8 | e
dst T ieeseaesie | eesiiiiaieeiens
DHEtapkan Qi ..ooeveveevecrveanieieens 28)
Pada tanggal ..ocoveeereveeverieceinenns %)
Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak -
---------------- 28)
NIP oo ecessscas e 2y
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Petunjuk Pengisian Lampiran V

Angka 1
Angka 2
Angka 3 ~
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka~15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22

Angka 23

Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29

diist kantor Direklorat Jenderal Pajak

diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPTHB

diisi jenis surat ketetapan BPHTB (jika surat ketetapan dicoret, maka tidak
perlu diisi)

diisi jenis surat keputusan BPHTB (jika surat keputusan dicorel, maka tidak
perlu diisi)

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau sural ketetapan BPHTB

diisi nama Waijib Pajak

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat' keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BFHTB

diisi tanéga!_.penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nama Waijib Pajak

diisi Nomor Objek Pajak &

diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak

diisi materi yang akan dibetulkan

contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb

diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat Keputusan
atau surat ketetapan BPHTB)

diisi data hasll dari pembetulan BPHTB

diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB

diisi nama jabatan kantor Direklorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat

keputusan pembetulan BPHTB
diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB

s



